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ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara Pendapatan
dan Belanja Daerah, perlu ditinjau kembali dan perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.
1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP
No. 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2006;
Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
sehinggaPeraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggara
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditinjau kembali.

CATATAN -
-
-
-
-

-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021;
Lampiran I: 1 hlm.
Lampiran II: 2 hlm.
Lampiran III: 8 hlm.
Lampiran IV: 1 hlm.


